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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Laju kerusakan hutan di Indonesia selalu meningkat setiap tahunya. 

Tingginya laju kerusakan hutan merupakan persoalan kronis nan kompleks yang 

tengah melilit sektor kehutanan. Aktivitas seperti perambahan hutan, konversi 

untuk pertambangan dan perkebunan, ketidakjelasan kewenangan antara pusat dan 

daerah, penyelundupan kayu hingga persoalan yang lebih bersifat abstrak dalam 

bentuk makin terkikisnya moralitas dan hilangnya integritas rimbawan di berbagai 

profesi merupakan penyebab cepat naiknya kerusakan hutan Indonesia.
1
 

Ironisnya, fenomena kehutanan cenderung selalu menghadirkan realitas  

paradoks. Hutan yang memberikan manfaat berupa sumbangan besar terhadap  

kesejahteraan sosial dan ekonomi tersebut, dihasilkan tanpa mempertimbangkan  

kelestarian hutan. Keberhasilan pengusahaan hutan ternyata justru diikuti dengan 

banyaknya isu kerusakan. 

Dampak terhadap kerusakan hutan di Indonesia menurut data dari catatan 

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sedikitnya 1,1 juta hektar atau dua 

persen (2%) dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya. Data Kementerian 

Kehutanan juga menyebutkan dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di 

Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang.
2
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Masalah-masalah kerusakan hutan sudah seharusnya menjadi perhatian yang 

serius, dalam rangka memberikan suatu cara pandang yang baru agar dapat 

memberikan suatu cara pandang yang mengedepankan adanya upaya 

penanggulangan terhadap kerusakan hutan sehingga secara tidak langsung dapat 

memberikan suatu kontribusi dalam menghindari dampak buruk akibat kerusakan 

hutan oleh ulah sekelompok manusia dengan cara merasionalisasi apa yang telah 

mereka lakukan sebagai suatu kebenaran, akan tetapi disisi lain mengancam 

ekosistem dan kelestarian hutan yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia. 

Pada hakekatnya, hutan berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Hutan 

sebagai penyedia makanan bagi masyarakat sekitar hutan dan juga memelihara 

kesuburan tanah. Hutan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon, binatang-binatang 

yang hidup di dalamnya memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga harus dijaga 

kelestariannya.
3
 

Seperti dinyatakan oleh Ahmad Redi bahwa sosial budaya, maupun 

ekonomi. Sebagai bentuk perwujudan rasa syukur terhadap karunia-nya maka 

hutan harus dijaga dan dimanfaatkan secara optimal dengan mempertimbangkan 

kecukupan luas daerah kawasan hutan dalam daerah aliran sungai, Pulau atau 

Provinsi serta keserasian manfaat secara proporsional sesuai sifat, karakteristik 

dan kerentanan peranannya sebagai penyerasi keseimbangan lingkungan hidup 

dunia.
4
 

                                                             
3
 Salam Rahayu. (2017). Kearifan Lokal Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan di 

Pulau Wangi-Wangi. Walasuji. hlm. 113-128. 
4
 Ahmad Redi. (2014). Hukum Sumber daya Alam Dalam Sektor Kehutanan, Jakarta Timur: 

Sinar Grafika. hlm. 170-171. 



3 
 

 
 

Keberadaan fungsi dan manfaat hutan tersebut dapat menempatkan 

peranannya yang cukup besar dalam kelestarian mutu dan tatanan lingkungan 

serta pengembangan ekonomi kerakyatan dan pendapatan negara. Berdasarkan 

fungsi pokoknya, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999,
5
  bahwa fungsi kawasan hutan terbagi menjadi 3 

(tiga) yaitu ; Pertama, Hutan Konservasi ialah kawasan hutan dengan ciri khas 

tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan 

dan satwa serta ekosistemnya, Kedua, Hutan Lindung ialah kawasan hutan yang 

mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, 

yaitu untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah 

intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, dan Ketiga, Hutan Produksi 

ialah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 

 Salah satu kerusakan hutan yang sering terjadi yaitu pembalakan atau 

penebangan pohon secara besar-besaran tanpa memiliki izin dari petugas yang 

berwenang. Pembalakan atau penebangan liar sendiri memiliki arti menebang 

pohon dalam bentuk gelondongan yang tidak memiliki izin dari petugas yang 

berwenang. Pembalakan atau penebangan liar atau yang sering disebut dengan 

illegal logging ini juga terhitung mulai dari penebangan pohon yang tidak sah, 

pengolahan kayu yang tidak sah, pengangkutan kayu dari hutan menuju pasar 

secara ilegal, hingga menjual kayu secara ilegal. 

Pembalakan atau penebangan liar (illegal logging), bahwa rakyat Indonesia 

telah sangat mengenal istilah ini. Setiap hari selalu menjadi perbincangkan, 
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bahkan selalu menjadi topik yang sangat hangat ditengah berbagai permasalahan  

mendasar bangsa ini. Ada yang menyatakan bahwa illegal logging adalah sebuah  

kejahatan yang tak terkirakan.  

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyatakan  bahwa setiap menitnya 

hutan Indonesia seluas 7,2 hektar musnah akibat destructive logging (penebangan 

yang merusak). Departemen Kehutanan menyatakan bahwa kerugian akibat 

pencurian kayu dan peredaran hasil hutan ilegal senilai 30,42 triliun rupiah per 

tahun. 

Illegal logging dapat diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang 

berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan. Hal ini ditegaskan 

dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999. Pada aspek hukum 

dapat dilihat bahwa perusakan hutan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 

1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yang menyatakan: “kerusakan adalah 

terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan 

tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya”. Tindak 

pidana illegal logging menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 

78.
6
 Yang menjadi dasar adanya perbuatan illegal logging adalah karena adanya 

kerusakan hutan. 

Menurut Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 

menyebutkan laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai  1.315.000 ha per tahun 

atau setiap tahunnya luas areal hutan berkurang sebesar satu persen (1%). 
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Berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli lingkungan yang 

mengungkapkan kerusakan hutan mencapai 1.600.000-2.000.000 ha per tahun dan 

lebih tinggi lagi data yang diungkapkan oleh Greenpeace, bahwa kerusakan hutan 

di Indonesia mencapai 3.800.000 ha per tahun yang sebagian besar adalah 

penebangan liar atau illegal logging. Sedangkan ada ahli kehutanan yang 

mengungkapkan laju kerusakan hutan di Indonesia yaitu 1.080.000 ha per tahun.
7
 

Selanjutnya, pembalakan atau penebangan liar atau illegal logging, tiap 

tahunya selalu mengalami peningkatan dalam kasus kerusakan hutan. Penurunan 

luas hutan disebabkan oleh aktifitas manusia atau bisa disebut dengan aktifitas 

deforestasi hutan. Hal ini dapat dilihat dalam data yang diberikan oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK) sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Data Rekapitulasi Penanganan Kasus Kerusakan  

Kehutanan di Indonesia Pada Tahun 2017-2020 

No. Jenis Kasus 2017 2018 2019 2020 Total 

1 Pembalakan Liar 43 66 66 79 254 

2 Perambahan Hutan 28 29 8 20 85 

3 Peredaran Illegal TSL 43 51 55 26 175 

4 Pencemaran Lingkungan 4 3 4 2 13 

5 Kebakaran Hutan dan Lahan 0 1 1 1 3 

 Total 118 150 134 127 530 

Sumber:  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 2020 (telah 

diolah kembali) 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa penyebab terbesar kerusakan hutan 

yang terjadi di Indonesia yakni disebabkan oleh pembalakan liar atau Illegal 

logging. Illegal logging dianggap hal yang biasa dilakukan dengan dalih 

pemanfaatan hutan. Hal ini sulit diberantas oleh aparatur negara karena telah 

                                                             
7
 Harisuddin, Hari Hutan Internasional, https://bemu.umm.ac.id/id/berita/international-day-

of-forests-2021.html diakses pada tanggal 04 Agustus 2022 pada pukul 16:09 WIB. 



6 
 

 
 

dilakukan perencanaan yang matang oleh elite politik serta pihak-pihak yang 

gencar dalam mengambil keuntungan sebelah mata. 

Dalam menjaga kelestarian hutan, dilakukan penanggulangan serta strategi 

khusus yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Kepolisian Republik 

Indonesia bersama dengan Polisi Kehutanan dibentuk dalam menjalankan 

pemberantasan kejahatan terhadap hutan. Dalam penguatan pemberantasan 

kerusakan terhadap hutan, bahwa secara tegas diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.  

Selain itu, terdapat Undang-Undang yang melengkapi terhadap pencegahan 

dan pemberantasan perusakan hutan yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2013. Undang-Undang ini juga mengatur bagaimana upaya mencegah dan 

memberantas perusak hutan. Pencegahan diartikan sebagai upaya untuk 

menghilangkan kesempatan agar tidak terjadi perusakan terhadap hutan. 

Sedangkan pemberantasan perusakan hutan diartikan menjadi segala upaya yang 

bertujuan terhadap penindakan pelaku perusakan hutan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

Kabupaten Bintan merupakan wilayah yang juga turut serta wilayah hutan 

lindungnya rusak akibat dari adanya praktek tindakan pembalakan liar atau Illegal 

logging, serta aktivitas lainya yang mengakibatkan kerusakakan hutan. Berikut 

mengenai hutan lindung yang terbagi dibeberapa tempat di Kabupaten Bintan, 

yaitu: 
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Tabel 1.2 Data Rekapitulasi Hutan Lindung di Kabupaten Bintan 

No. Hutan Lindung Luas ha 

1 Gunung Lengkuas di Kecamatan Bintan Timur 1.071 

2 Sei Pulai di Kecamatan Bintan Timur 285,9 

3 Gunung Kijang di Kecamatan Gunung Kijang 760 

4 Gunung Bintan Besar di Kecamatan Teluk Bintan 280 

5 Sei Jago di Kecamatan Bintan Utara 1.629,6 

6 Bintan Kecil di Kecamatan Teluk Sebong 308 

 Total 4.334,5 

Sumber: Telah diolah kembali dari data rekapitulasi hutan lindung di Kabupaten 

Bintan, 2022 

Berdasarkan Pasal 1 ayat 22 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau,
8
 menetapkan bahwa 

hutan lindung sebagai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan 

untuk mengatur tata air dan memelihara kesuburan tanah. Selanjutnya berdasarkan 

Pasal 1 ayat 33 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan,
9
 menetapkan bahwa Kawasan 

hutan lindung adalah kawasan hutan dengan fungsi utama sebagai perlindungan 

sistem penyangga kehidupan. Namun nyatanya luas wilayah hutan yang di miliki 

oleh Kabupaten Bintan, juga di warnai banyaknya kerusakan hutan yang terjadi di 

Kabupaten Bintan. 

Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan merupakan kawasan yang 

memiliki luas Kawasan hutan seluas seluas 280 hektar
10

, sebagaimana dalam 

ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan yang 
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menegaskan bahwa “hutan lindung Gunung Bintan Besar di Kecamatan Teluk 

Bintan, seluas 280 hektar. Dimana salah satu desa dari Kecamatan Teluk Bintan 

yakni Desa Pengujan terdapat hutan lindung yang dilindungi. Kondisi seperti ini 

banyak masyarakat yang menggantungkan hidup pada kawasan hutan, sehingga 

sangat  memungkinkan terjadinya illegal logging. 

Illegal logging telah menjadi penyebab utama kerusakan hutan yang sangat 

parah. Bahkan lebih dari  itu, penebangan liar ini telah melibatkan banyak pihak 

dan dilakukan secara terorganisir serta sistematis. Kejahatan ini bukan hanya 

terjadi di kawasan produksi, melainkan juga sudah merambah ke kawasan lindung 

dan taman nasional. Ada tiga jenis pembalakan illegal. Pertama, yang dilakukan 

oleh orang atau kelompok orang, baik yang tinggal di sekitar hutan  atau bahkan  

jauh berada dari hutan yang tidak mempunyai hak legal untuk menebang   pohon. 

Kedua, dilakukan oleh perusahaan kehutanan yang melanggar ketentuan-

ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Ketiga dilakukan oleh orang-orang 

tertentu yang mengatasnamakan rakyat. 

Salah satu kasus illegal logging yang terjadi di kawasan hutan di Desa 

Pengujan, Kabupaten Bintan pada bulan April Tahun 2020, telah menimbulkan 

dampak yang besar terhadap kelestarian hutan yang dilindungi. Berdasarkan 

sumber,
11

 bahwa kegiatan illegal loging yang beroperasi di Desa Pengujan, 

Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, telah dilakukan kroscek oleh Polres 

Bintan bersama Dinas Lingkungan dan Kehutanan Bintan-Tanjungpinang.  
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Menurut Kasat Reskrim Polres Bintan, AKP Agus Hasanudin yang 

menyampaikan, bahwa pihaknya telah melakukan kroscek ke lapangan. Pihaknya 

tidak lagi menemukan pelaku dari kegiatan illegal logging di lapangan dan hanya 

menyisakan potongan-potongan kayu. Sumber menyebutkan, hingga saat ini 

dugaan praktek illegal loging masih terus berlangsung dan belum diketahui, kayu 

hasil tebangan diolah di mana dan oleh siapa sampai sejauh ini belum diketahui. 

Selanjutnya Kepala Desa Pengujan Zulfitri, mengaku sampai sejauh ini, pihak 

desa tidak ada mengeluarkan rekomendasi atau izin apa pun terkait kegiatan 

penebangan hutan tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa tidak mengetahui persis 

adanya kegiatan penebangan hutan termasuk siapa pelakunya. Karena sejauh ini, 

dari desa tidak pernah mengeluarkan surat berupa rekomendasi apa pun
12

. Hingga 

saat ini, kasus ini belum menemukan titik terang dalam penyelesaianya. 

Kasus illegal logging yang terjadi di kawasan hutan di Desa Pengujan, 

Kabupaten Bintan apabila tidak dicegah dapat menyebabkan banyak dampak alam 

yang akan terjadi. Kurangnya perhatian dari kawasan aparat penegak hukum yakni 

Kepolisian Resor Bintan dalam menanggulangi kasus tersebut dan tingkat 

pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang pengelolaan hutan 

mengakibatkan kasus illegal logging kian marak dan tidak terkontrol. 

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dari itu peneliti tertarik 

untuk meneliti hal tersebut, dengan judul “Penanggulangan Tindak Pidana 

Illegal Logging (Studi Kasus Di Desa Pengujan Kabupaten Bintan)”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penulis 

menfokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah yakni sebagai berikut: 

1. Bagaimana penanggulangan tindak pidana illegal logging di Desa Pengujan 

Kabupaten Bintan? 

2. Apa kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana illegal 

logging di Desa Pengujan Kabupaten Bintan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis menentukan tujuan 

penelitian yakni sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana illegal logging di Desa 

Pengujan Kabupaten Bintan. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak 

pidana illegal logging di Desa Pengujan Kabupaten Bintan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan yakni dapat memberikan manfaat, 

baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut: 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoretis yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini yakni untuk 

memperluas dan menambah pengetahuan penulis mengenai penanggulangan 

tindak pidana illegal logging di Desa Pengujan Kabupaten Bintan. Terlebih dari 

itu, penelitian ini tentunya diharapkan dapat membantu dan menjadi bahan 
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referensi bagi akademisi untuk menyelesaikan permasalahan khususnya dibidang 

hukum pidana. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini yakni untuk 

dapat memberikan data serta informasi mengenai penanggulangan tindak pidana 

illegal logging di Desa Pengujan Kabupaten Bintan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


